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ABSTRACT  

Thisxstudyxaims toxfind out how the policyxmaking process that involves many parties to carry 
out a collaborative mechanism that forms relationships between politics actors in the effort to fulfill 
the renewable energy policy inxBali onx2019th. This study using the Policy Windows theory by 
John Kingdon as a formulation of the policy agenda of the problems in this study. Thexresearch 
methodxused in this research is axdescriptive qualitative,which is more concerned about the 
characteristics, xquality,xnterrelationships of activities in relation to politicsxactors and relations 
in the fulfillment ofx2019 renewable energy policies. Results of This research is: energy problems 
in the Province of Bali, which if the agenda setting through cooperation (actorxrelations) to give 
birth to several MoUs that become the reference for the Government ofxBali Province in 
formulating policies in the form GovernorxRegulation no.45 about cleanxenergy and encourage 
the legislature to immediatelyxdraft about clean energyxpolicy. 
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1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan penduduk ditambah     

perkembangan pariwisata di Provinsi Bali yang 

terus meningkat tiap tahunnya mengakibatkan 

meningkat pula kebutuhan Bali akan energi 

listrik. Kestabilan antara jumlah kebutuhan 

energi listrik dengan pembangkit listrik 

sangatlah penting diperhatikan karena 

berdampak pada terganggunya aktifitas 

sehari-hari, kegiatan ekonomi dan pariwisata 

dikarenakan adanya pemadaman yang 

dikarenakan tidak stabilnya suplai energi listrik 

yang memadai.  

Dalam ketenagalistrikan hal yang 

menjadi perhatian penting adalah jumlah 

pembangkit yang lebih besar dari jumlah 

beban puncak (pemakaian tertinggi) serta 

memiliki cadangan energi listrik yang 

memadai. Jumlah pembangkit yang harus 

lebih besar dari beban puncak tujuannya jelas 

demi terpenuhinya kebutuhan energi listrik 

yang merata. Disamping itu hal yang perlu di 

perhatikan juga adalah jumlah cadangan 

energi listrik yang memadai dimana harus 

memiliki kapasitas yang sama dengan 

pembangkit listrik paling besar karena sebagai 

antisipasi ketia pembangkit listrik melakukan 

perawatan jika tidak maka akan tetap terjadi 

pemadaman. 

Menurut data dari PLN Distribusi Bali 

saat ini jumlah sumber energi listrik Pulau Bali 

yang terbesar adalah kabel laut dari 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton 

sebesar 400 megawatt (mw) dan Pembangkit 
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Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 

sebesar 380 megawatt (mw).  

PLTU Celukan Bawang sendiri sejak 

awal perencanaan hingga berjalan saat ini 

menuai banyak polemik mulai dari perijinan 

sosial masyarakat hingga pencemaran 

lingkungan. Kondisi seperti ini sangatlah tidak 

baik bagi Pulau Bali yang meiliki ikon sebagai 

destinasi pariwisata alam dan budaya serta 

karena sebagai destinasi wisata dunia 

seharusnya memiliki kualitas udara dan 

lingkungan yang bersih dan menghindari 

polusi, seperti yang kita pahami Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap sangatlah banyak 

merugikan alam dan lingkungan.  

Hal ini di dukung olehxpernyataan 

Menteri Energi danxSumber DayaxMineral 

(ESDM) IgnasiusxJonan "Tidak ada daerah 

pariwisata di dunia yang tidak menggunakan 

energi baru terbarukan. Karena harus menjaga 

kualitas udara," saatvmenjadixpembicara di 

UniversitasxUdayana (UNUD) vdenganvtema 

"EnergivBerkeadilan," . 

Dengan diterbitkannyaKebijakanEnergi 

Nasionalx (KEN) 2018-2025 menuntut setiap 

daerah memiliki 30% cadangan energixdan 

lebih rinci dalam RencanaxUsaha Penyediaan 

Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2025 mengenai 

peningkatan peran energi terbarukan sebesar 

23% dan menjadi pembangkit energi listrik 

nasional dalam perumusan dan rancangan 

pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 

(EBT). 

Dengan adanya permasalahan sumber 

pembangkit listrik ini berkaca darivKebijakan 

EnergivNasional (KEN) dan RencanaxUsaha 

Penyediaan TenagavListrik(RUPTL) mengenai 

ketentuan Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Menuntut Pemerintah Provinsi Bali untuk 

segera merealisasikan kebijakan dalam 

pembangunan sektor energi listrik demi 

ketahanan energi di Bali.  

Bentuk dorongan Pemerintah Pusat 

terhadap Bali tertuang padaNota 

Kesepahaman atau memorandum of 

understandingx (MoU) dengan nomor (MoU) 

075/28/KB/B.PEM.OTDA/X/2018 berisikan 

tentang sinergi pembangunan dan 

pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi 

Bali. Kesepakatan ini merupakan langkah awal 

dalam upaya pengembanganvpemanfaatan 

teknologi energi bersih untukvmewujudkan 

program Balixbersih, vhijau, dan indah. 

Denganxadanya NotaxKesepahaman (MoU) 

ini diharapkan menjadi langkah kongkret 

dalamxmewujudkanketahanan energi listrikxdi 

Balixmelalui Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Tidak sampai disitu dukungan lainnya 

dari Greenpeace Indonesia dan Universitas 

Udayana tertuang dalam kerjasama yaitu 

dengan penandatanganan MoU untuk 

memetakan potensi pengembangan EBT di 

Pulau Bali. Tidak sampai disitu keseriusan 

Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Bali 

Wayan Koster juga melakukan 

penandatanganan MoU dengan PLN yang di 

wakili oleh Plt Direktur PLN Sripeni Inten 

Cahyani prihal mengenai. Penguatanx.sistem 

ketenagalistrikanvdengan.pemanfaatan energi 

bersihvdi Pulau Bali. v 

Dalam prosesnya menunjukan bahwa adanya 

kerjasama antara aktor atau relasi antar aktor 

demi terwujudnya pengembangan dan 

pembangunan energi baru terbarukan di 

Provinsi Bali hingga menunjukkan hasil awal 

yakni Rancangan Peraturan Gubernur 
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mengenai energi bersih. Berdasarkan 

latarxbelakang tersebut, maka yang menjadi 

rumusanxmasalah dalam penelitian adalah : 

Bagaimana relasi antar dalam upaya 

pemenuhan energi di Provinsi Bali   dengan 

menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT)? 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Policy Windows 

Menganalisa manifestasi policy 

windows dalam agenda setting berdasarkan 

pemikiran Robert Kingdon. Studi ini 

bermaksud mencermati manifestasi policy 

windows dalam agenda setting. Secara lebih 

khusus, penelitian ini akan diarahkan untuk 

mengetahui proses policy windows yaitu 

terbuka dan tertutupnya jendela kebijakan 

sebagai dampak dari interaksi arus masalah, 

arus kebijakan, arus politik dan policy 

entrepreneur.  

Policy Windows (jendela kebijakan) 

pertemuan antara tigavarus yaknixproblem 

streamv(arus masalah), vxpolicy stream (arus 

kebijakan) vdanxpoliticxstream (arus.kebijakan 

atau kebijakan politik) yang menghasilkan 

policy windows (jendela kebijakan/peluang 

kebijakan), serta di dukung dengan adanya 

peran policy enterpreneurs (pengusaha 

kebijakan/aktor). 

Hal tersebut dilakukan dengan 

menguraikan interaksi antaravtiga arus, yaitu 

arus masalah (problem stream), arus 

kebijakan (policyvstream) dan arusvpolitik 

(politicalvstream) dari setiap kebijakan. 

Selanjutnya, akan diidentifikasi pula kehadiran 

dari policy entrepreneurs dari empat kebijakan 

tersebut dan dipetakan bagaimana perannya 

dan strategi apa yang digunakan oleh policy 

entrepreneurs dalam rangka memenangkan 

ide kebijakannya dalam proses agenda setting. 

Kingdon menjelaskan bahwa policyxwindows 

atau jendela kebijakan baru akan terbuka jika 

tiga arus, yaitu arusxmasalah, arusxkebijakan 

dan arusxpolitikxbertemu pada satu titik 

tertentu (Kingdon, 1984). 

 

Kajian Konseptual 

Kebijakan Politik 

Kebijakanxpublik yang dikemukakan 

olehxMiriam Budiardjov (2008:20), vkebijakan 

(policy)vadalah suatuxkumpulan keputusan 

yangvdiambil oleh seorangvpelaku atau 

kelompok, vdalam usahaxmemilih tujuanvdan 

caravuntuk mencapaixtujuanvitu. vMenurut 

Dye (1978:9) mengemukakan dalam sistem 

kebijakan terdapatxtiga pelaku (a) xkebijakan 

publik, (b) pelakuxkebijakan (c) xlingkungan 

kebijakan serta DunnxdalamxWidodo, 2018:13 

jugaxmengemukakan bahwa sistemxkebjakan 

ada tiga elemen, yaitu (a) stakeholder 

kebijakan atau bisa di sebut juga political 

actorsxatauxpolicy actors, b) kebijakanxpublik 

(public policy) (c) xlingkungan kebijakan (policy 

enviroment).  

Darixbeberapa pengertian divatas, 

dapatvdisimpulkan bahwaxkebijakan adalah 

seperangkatvtindakanvyang diusulkanvoleh 

seseorangv,kelompokxatau pejabat, tindakan 

tersebut berkaitanxdengan pengambilan 

keputusan dan mengandungvtujuan politik 

sertavdilaksanakanxoleh aparatvbirokrasi. 

Kebijakanxyang dimaksud disini disepadankan 

dengan kata bahasa Inggrisxyaitu policy yang 

berbeda denganxkataxkebijaksanaan. Dalam 
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proses perumusanvkebijakan, faktorx-xfakor 

yang mempengaruhi pembuatan kebijakan 

(Suharno, v2010:52), xantaraxlain:  

1. Adanyaxpengaruhxtekanan dari luar;  

2. Adanya pengaruhxkebiasaan lama  

3. Adanyaxpengaruhxsifat-sifat pribadi; 

4. Adanya pengaruhxdarixkelompokxluar; 

5. Adanya pengaruhxkeadaan masaxlalu. 

Aktor Politik 

Aktor Politik adalah orangx-xorang 

maupun kelompokx-xkelompok yang terlibat 

dalam suatuxproses kebijakan publik dan 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

tersebut. Kajianxterhadapxpara aktor dalam 

kebijakan sangatlahxpenting. Baik dalam 

negara maju maupun sedang berkembang, 

para aktor merupakan penentu isixkebijakan 

danxpemberixwarna dinamika tahapx-xtahap 

proses kebijakan. 

Lester dan Stewart dalam 

Kusumanegarax (2010) memberikan pendapat 

bahwa aktorxperumus kebijakanxterdiri dari a) 

AgensixPemerintah; b) Kantor Kepresidenan 

c) Konggres d) xKelompok Kepentingan. 

MenurutxMoore (dalamxAnggara, x2014: 187), 

secara umum aktor yang terlibat dalam 

perumusanxkebijakanxpublik, yaitu aktor state, 

aktor private, dan aktorxmasyarakat (civil 

society). xKetigaxaktor ini sangat berperan 

dalamxsebuahxprosesxpenyusunanxkebijaka

n publik. 

 

 

3. METODEvPENELITIANv 

Metodevpenulisanxyangxdigunakan 

dalamvpenelitian inivadalah metodevpenelitian 

kualitatif. vPenelitianxkualitatif padaxumumnya 

terlibat langsungxdalam interaksi terhadap 

realitas yang diteliti. Berdasarkanxapa yang 

telah di jelaskan bahwa penelitian ini akan 

meneliti secara dalam mengenai relasi antar 

aktor dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

energi menggunakan Energi Baru Terbarukan 

Metode kualitatif dapat memberikan 

keleluasaan lebih kepada peneliti agar data 

dan informasi mendalam terhadap suatu 

realitas sosial. 

Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaituxdipilih dengan 

pertimbangan danxtujuanxtertentu. Adapun 

informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini 

yaitu Dinas Energi Sumber Daya Mineral 

Provinsi Bali, PLN Distribusi Bali bidang 

perencanaan dan pengadaan, Direktur Center 

Of Community Based Renewable Energy 

(CORE) Universitas Udayana, Juru Kampanye 

Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. Data 

yang digunakanxdalam penelitian ini 

menggunakan data primerxyang diperoleh 

dengan wawancara kepada narasumber, serta 

menggunakan data sekunderxyang diperoleh 

dari jurnalx-xjurnal maupun penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik 

analisaxdata yang digunakan yakni reduksi 

data, xpenyajian data,xdanxkesimpulan. 

 

4. HASILxDANxPEMBAHASAN 

Energi Baru Terbarukan Di Bali 

Sumberxenergi baru terbarukan 

adalah sumber energi ramah lingkunganxyang 

tidak mencemari lingkungan dan tidak 

memberikan kontribusi terhadap perubahan 

iklimxdan pemanasan global, xkarenaxenergi 

yang didapatkanxberasal dari proses alam 
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yangxberkelanjutan, seperti sinar matahari, 

angin, air, biofuel, dan geothermal. ini 

menegaskan bahwa sumber energixtelah 

tersedia, tidak merugikan lingkungan, dan 

menjadi alasan utama mengapaxEBT sangat 

terkait dengan masalah lingkungan dan 

ekologi. 

Persoalan energixlistrik merupakan 

kebutuhanxsemua negara di dunia. xEnergi 

Listrikxbukanlah merupakan komoditas biasa, 

akan tetapi merupakan komoditasxstrategis 

hampir semua sektor mengingat seluruh 

sistemxdan dinamika kehidupan manusia dan 

negara tergantung kepadaxenergi listrik. 

Kebijakan merupakan salahxsuatu 

arahxtindakan yangvdiusulkanoleh seseorang, 

kelompok atauxpemerintahvdalam suatu 

lingkunganvtertentuxdanvdapatxmemberikan 

hambatanv-vhambatan,ruang-ruangvterhadap 

kebijakanxusulkan untuk menggunakan dan 

mengatasi dalam rangkavmencapai suatu 

tujuan atau merekavmerealisasikan suatu 

sasaran atauvmaksud tertentu. Pada pokok 

masalah dalam rumusan masalah yaitu 

bagaimana para aktor mempermainkan 

keprntingannya dalam upaya pemenuhan 

ketenagalistrikanmengunggakan EnergixBaru 

Terbarukanx (EBT) ProvinsixBali. 

Perencanaanxpenerapan EnergixBaru 

Terbarukanx (EBT) di Bali sudah diawali dari 

program unggulan yang menjadikan Bali 

menjadi Pulau Organik atau pulau hijau (Bali 

Clean and Green Proince) pertama di 

Indonesia yang dideklarasikan Gubernur 

Mangku Pastika dalam Pertemuan Lingkungan 

Hidup Sedunia di Nusa Dua. Mentri ESDM 

Sudirman Said juga menyatakan bahwa 

Provinsi Bali bakal menjadi wilayah 

percontohan energi bersih. Percontohan 

energixbersih ini akanxdilakukan antara lain 

melaluixpemanfaatan gas untukxpembangkit 

listrik, pengembangan jaringan gas kota, 

memaksimalkanxenergi baru, terbarukan dan 

penerapan prinsipx-xprinsip energi bersih. 

Pemilihan Balixsebagai wilayah percontohan 

karena Bali banyak dikunjungixwisatawan, 

baikxlokal maupunxmancanegara. 

Mengingat bahwa Provinsi Bali telah 

mengadalkan pariwisata alam dan budaya 

sebagai poros ekonominya, tentunya Bali 

sangatlahperlu dijaga kelestariannya, Mangku 

Pastika juga mengatakan bahwa dalam 

mengembangkan sumber energi sektor 

ketenagalistrikan provinsi Bali dituntut 

menggunakan energixbersih atau EBT (Energi 

Baru Terbarukan), upaya mengembangkan 

pembangkitx-xpembangkit listrik dengan 

menggunakan energi alternatif, seperti 

pembangkitxlistrik tenaga angin, air, 

tenagasurya, xmikro hidro, sertaxpemanfaatan 

biomasa yang lebihxbersih dan aman bagi 

lingkunganxdi bandingkan pembangkit listrik 

tenaga batubara yang dihasilkan oleh PLTU, 

hal ini akan mencegah terjadinya masalah 

publik dan lingkungan dimasa mendatang, 

pemikiran ini membuat Provinsi Bali sudah 

seharusnya mulai beralih menggunakan energi 

bersih agar dapat selaras dengan program Bali 

Clean and Green Province. 

Berawal dari perhatianxMenteri Energi 

dan SumberxDaya Mineral (ESDM)melakukan 

kerjasamaxProvinsi Bali yangxtertuang dalam 

NotaxKesepahaman atauxmemorandum of 

understandingx (MoU) darixKementerian 

ESDM melalui BPSDM ESDM bersama PT 

Pertamina, PT PLNxJTBN, xdanxPT Indonesia 
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Power denganxPemerintah Provinsi Bali. Nota 

Kesepahaman atau MoU yang tandatangani 

oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini berisikan 

tentang sinergi pembangunan dan 

pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi 

Bali, tersebut mengembangkan EBT dengan 

nomor(MoU) 075/28/KB/B.PEM.OTDA/X/2018 

(PEMDA BALI).  Selanjutnya dukungan juga 

dilakukan oleh Universitas Udayana dan 

Greenpeace Indonesia. Dua lembaga ini ikut 

memperhatikan pengembangan Energi Baru 

Terbarukan(EBT) di Bali, dan sangat gencar 

mendorong Pemerintah Daerah untuk beralih 

menggunakan Energi bersih. Langkah 

kongkret dari Greenpeace Indonesia dan 

Universitas Udayana tertuang dalam 

kerjasama yaitu dengan penandatanganan 

MoU dengan nomor (MoU) GDIP-

014/CE/III/2019 (Greenpeace Indonesia) dan 

nomor (MoU) 005/UN14/KS2019 (Universitas 

Udayana). Selanjutnya Gubernur Bali Wayan 

Koster juga melakukan penandatanganan 

MoU lainnya dengan PLN yang di wakili oleh 

Plt Direktur PLN Sripeni Inten Cahyani 

mengenai penguatanxsistem ketenagalistrikan 

denganxpemanfaatan energi bersih dixPulau 

Bali. 

Penting untuk memahami bagaimana 

cara dan upaya untuk segera mewujudkan 

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Bali. Hal 

Ini muncul Berdasarkan Kebijakan Energi 

Nasional (KEN) yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. 

KEN mengusung semangat perubahan 

paradigma dari supply side management 

menjadi demand side management demi 

terpenuhinya ketahanan energi tahun 2025. 

Untuk mencapai target di atas akan dapat 

diimplementasikanxke dalam Rencana Umum 

Energi Nasionalx (RUEN) dan Rencana Umum 

Energi Daerah (RUED). Kajian Penyediaan 

dan Pemanfaatan Migas, Batubara, Listrik, dan 

EBT. RUEN mengatur secara makro mulai dari 

penyediaan hingga pemanfaatan energi ke 

setiap sektornya. Dalam penyediaan energi 

khususnya EBT 23% setiap propinsi memiliki 

porsi masing-masing sesuai dengan 

ketersediaan sumber daya EBT.  

Penulis dapat memetakan bagaimana 

relasi antar aktor dalam upaya pemenuhan 

kebijakan energi baru dan terbarukan di 

Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster 

untuk menerapkan pemanfaatan energi bersih 

dan terbarukan (EBT) dan mengumumkan 

aturan mengenai penerapan energi bersih itu 

sudah siap diterapkan. Bentuknya berupa 

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomorx45 

Tahun 2019xtentang BalixEnergi Bersih. 

Selain aturan itu, dia juga menerbitkan Pergub 

Nomor 48 Tahun 2019 tentangxPenggunaan 

KendaraanxBermotorListrikxBerbasis Baterai. 

Analisis Policy Windows Dalam Relasi 

Antar Aktor Dalam Upaya Pemenuhan 

Kebijakan Energi Baru Terbarukan Di 

Provinsi Bali 

Policy Windows 

Secara lebih khusus, penelitian ini akan 

diarahkan untukxmengetahui proses policy 

windows yaitu terbuka dan tertutupnya jendela 

kebijakan sebagai dampakxdari interaksi arus 

masalah, arus kebijakan, arus politik dan 

dikelola oleh pengusah atauxaktor kebijakan 

policy entrepreneur. 

Secara singkat tiga arus di dalam 

tahapan agendaxsetting yaituvaliran masalah 
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(problemxstream), valiran kebijakan (policy 

steram), xdanvaliran politikv(political stream). 

Melalui ketiga aliran tersebut isu-isu berproses 

sehinggavmenjadi kebijakan publik. Melalui 

aliran masalah (problemvsteam) isu-isu 

diintrepresentasikanvdan diseleksi pemerintah 

sebagai suatu malsalah yang baru dibuat 

penyelesainnya. Melalui aliran kebijakan 

(policy stream) dibuat alternatif 

penyelesaiannyaxatauvsolusi atas masalah. 

Pada aliaran yang terakhirxyaitu aliran politik 

(political stream), permasalahan –

permasalahanxtersebut kemudian diproses 

oleh kekuatan – kekuatan politik untuk 

ditetapkanxsebagai agenda kebijakan. xKetiga 

aliran saling bertemu ketika terbukanya 

jendela kebijakan (policy windows) dan 

pertemuan ituxdikelola oleh pihak – pihak yang 

mempunyai kemampuanxdan sumber daya 

(policyxentrepreneur).  

Problem Stream 

Tuntutanx-xtuntuan Kebijakan (policy 

decisions) adalah tuntutanx-xtuntutan yang 

dibuat oleh aktorx-xaktor swasta atau 

pemerintah, ditujukanxkepada yang dibuat 

pejabatx-xpejabat pemerintah dalam suatu 

sistem politik. Biasanya tuntutan tuntutan ini 

diajukan olehvberbagai kelompok dalam 

masyarakatvdan mungkinvberkisar antara 

desakan secara umumvbahwa pemerintah 

harus “berbuat sesuatu” sampaivusulan agar 

pemerintah mengambilvtindakan tertentu 

mengenai suatuvpersoalan.1 v 

 
1 BudivWinarmo, KebijakanvPublik Teorivdan 
Proses,(Yogyakarta:media pressindo,2007)hlm.22. 
v 

Arus masalahx (problem stream) yang 

diidentifikasikan sebagai Variasi Policy 

windows Dalam Proses Kebijakan Energi Baru 

danxTerbarukan (EBT), Interaksi antara arus 

masalah, arus kebijakan dan arus politik serta 

policy entrepreneur memberikan gambaran 

khusus terkait bagaimana proses policy 

windows dalam lahirnya beberapa MoU 

mengenai Energi Baru dan Terbarukan di 

Provinsi Bali melalui policy enerpreneur atau 

aktor pengusaha kebijakan. berikut uraian 

masalah energi di Bali. 

1 Dalam target Kebijakan Energi Nasional 

(KEN)xlebih rinci pada Rencana Umum 

Energi Nasional menetapkan bahwaxsetiap 

daerah harus memilikix23% EBT di seluruh 

Indonesia danxmendorong pemerintah 

daerah agar melaksanakan kebijakan 

tersebut demi terciptanyaxketahanan 

cadangan energi di setiap daerah. Provinsi 

Bali saat ini yang belum mencapai 30% 

berdasarkan KEN. Berdasarkan rasio 

peningkatanx pertumbuhan energi di 

Balixsebesar 6,18 % dan Provinsi Bali akan 

diprediksixakan mengalami krisis energi 

jika tidak segera melakukan  

pengembangan dan pembangunan sumber 

pembangkitxlistrik. 

2 KonflikxPLTU CelukanxBawang yang 

dimana dapat di uraikan sebagai berikut: 

1) Pertama masalah ijin pembangunan 

PLTU Celukan Bawang tahap I dan II 

serta penerbitan ijin lingkungan hidup 

dan analisis dampak lingkungan 
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(AMDAL) dinilai cacat administrasi 

karena banya kejanggalan pada PLTU 

Celukan bawang tahap I. 

2) Dinilai melanggar isi dalam Surat 

Keputusan (SK) Gubernur Bali 

Nomorx660.3/3985/IV-A/DISPMPT 

tentangxIzin Lingkungan Hidup 

Pembangunan PLTU di Celukan 

Bawang Tahap II (2 x 330 megawatt). 

a) Tidak ada konsultasi dengan 

masyarakat mengenai rencana 

pembangunan PLTU Celukan Bawang 

Tahap II. b)xIzin Lokasi bertentangan 

dengan Undangx-xUndang Nomor 

1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisirxdan Pulau Kecil. Lokasi PLTU 

tidak didasarkan pada Rencana 

ZonasixWilayah Pesisir dan Pulau-

xPulau Kecil (RZWP3K). c) 

Pemakaianxbatubara tak sesuai 

denganxroad map BalixClean and 

Green Energyxserta UU Nomor 

6/1994 tentang PengesahanKonvensi 

KerangkaxKerja Perserikatan Bangsa 

Bangsa Mengenai PerubahanxIklim. 

Emisi batubaraxdinilai paling potensial 

menyebabkanxperubahan iklim.   d) 

Pengumuman permohonan izin  

lingkunganxproyek PLTU Celukan 

BawangxII sudah dilakukanxpada 7 

Oktober 2016, sedangkan surat 

permohonanxizin diberikan tanggal 26 

Aprilx2017.  

3) Meskipun PLTUxCelukanvBawang sudah 

beroperasivsejak 2015, sebagianvwarga 

masihxmengalami masalah dalam 

pembebasan lahanxdan gantixrugi 

4) Warga mengalamixpemiskinan akibat 

pembangunanvPLTU Celukan Bawang. 

Berdasarkan wawancaraxGreenpeace 

Indonesia pada warga divsekitar PLTU 

Celukan Bawang, xbanyak nelayan 

setempatvyangxsekarangxtidak bisa 

memperoleh ikan sebanyakxdulu. vDan 

produktivitas tanamanvpertanian warga 

menurun, xbahkanvmatixsetelah setiap 

hari terkena debu dari operasi 

pembangikitvbatubara. x v 

5) Lumbax-xlumba danxpaus, sudahxsusah 

terlihat. Nelayanvmenandai, ada dua 

satwa lautvini berarti banyakxikan kecil di 

sekitar. Tak hanyaxpencarian dari 

tangkap ikan berkurang, jasa layanan 

wisata punxterdampak. x 

Dengan adanya beberapa permaalahan  

(problem stream) maka dari itu akan muncul 

upaya pemecahan masalah berupa kebijakan 

atau aturan (policy) peluang dalam upaya 

pembuatan kebijakan inilah yang dinamakan 

arus masalah (problem stream) dalam jendela 

kebijakan (policy windows). 

 

Policy Stream 

Dalam menanggapi permasalahan 

diatas mendapat perhatian dari Pemerintah 

Pusat untuk menjadikan Propinsi Provinsi Bali 

sebagai ikon Energi Baru dan Terbarukan di 

Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat demi mendorong Bali untuk 

degera merealisasikan pembangunan dan 

pengembangan energi baru terbarukan. 

Berikut dinamika dalam proses pembuatan 

kebijakan mengenai energi bersih di Provinsi 

Bali dimana terdapat 4 MoU didalam proses 

perumusan Kebijakan Energi Bersih yang akan 

menjadi PERGUB nantinya yakni: 
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Dalam hal ini penulis merumuskan 

permasalahan diatas yang membuka peluang 

pembuatan kebijakan yang merupakan solusi 

dari permasalahan diatas. Permasalahan yang 

paling mencolok merupakan permasalahan 

mengenai tuntutan masyarakat tentang 

penolakan PLTU di Celukan Bawang bersama 

Greenpeace Indonesia karena permasalahan 

tersebut sudah menuai beberapa gerakan 

penolakan yang masif dari masyarakat, aktifis 

lingkungan hingga mendapat dukungan dan 

bantuan dari LSM dari bantuan edukasi hingga 

hukum. Gerakan ini tidak lepas untuk 

mendorong Bali beralih menggunakan energi 

bersih (EBT)  

Berikut instrumen solusi yang 

dilakukan aktor atau pengusaha kebijakan 

(policy enterpreneur) dalam upaya 

penyelesaian masalah melalui kerjasama atau 

menjalin relasi antar aktor /antar policy 

enterpreneur:2 

1. Penolakan PLTU dan kampanye oleh 

Greenpeace yang menuntut Provinsi Bali 

menggunakan Energi Baru dan 

Terbarukan yang mengedepankan aspek-

aspek humanisme dan lingkungan serta 

arus politik. Salah satu bentuk bentuk 

dorongan dari Greenpeace adalah 

mengajak Universitas Udayana untuk 

bekerjasama dalam menangani 

pemetaan potensi EBT di Bali ini dan 

membuat isu Konservasi Energi di 

Provinsi Bali hal ini tertuang pada Sebagai 

contoh adalahvlahirnya Nota 

Kesepahamanvatau memorandum of 

understanding (MoU) darivGreenpeace 

 
2 Puyrwo Santoso,, Analisis Kebijakan Publik, 
(Yogyakarta : Utan Parlindungan, 2010) hlm.72 

Indonesia bersamavUniversitas Udayana 

dengan nomor (MoU) GDIP-

014/CE/III/2019 (Greenpeace Indonesia) 

dan nomor (MoU) 005/UN14/KS2019 

(Universitas Udayana) pada hari kamis 28 

Februari 2019, untuk membuat peta jalan 

potensi pengembangan EBT di Pulau Bali 

khususnya PLTS rooftop. Dengan MoU ini 

dapat menguatkan intervensi dari 

Greenpeace melalui Universitas Udayana 

untuk mendorong Pemerintah Provinsi 

karena pada dasarnya Greenpeace tidak 

bisa bekerjasama secara langsung 

dengan Pemerintah Provinsi maka dari itu 

Universitas Udayana sebagai lebaga 

akademisi resmilah yang menjadi 

perpanjang tanganan untuk membuka 

peluang kebijakan energi bersih, dan 

menjadi policy windows. Dalam proses 

policy windows tersebut jendela kebijakan 

dapat terbuka karena ada kontribusi dari 

policy entreprenuer, yaitu Forum 

Masyarakat bersama LSM dan 

Akademisi.  

2. Dalam permasalahan meningkatnya 

target pembangunan EBT sebesar 23% 

dan cadangan energi sebesar 30% dalam 

KEN (Kebijakan Energi Nasional) 

menghasilkanvkerjasama berupa Nota 

Kesepahaman atau memorandum of 

understanding (MoU) dari Kementerian 

ESDM melaluivBPSDMxESDM bersama 

PT Pertamina, PT PLN JTBN, dan PT 

Indonesia Power dengan Pemerintah 

Provinsi Bali. Nota Kesepahaman atau 

MoU yangxtandatangani oleh Gubernur 
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Bali Wayan Koster ini berisikan tentang 

sinergi pembangunan dan 

pengembangan ketenagalistrikan di 

Provinsi Bali dengan menggunakan 

Energi bersih (EBT) yang dirangkum 

menjadi Nota Kesepahaman bernomor 

075/28/KB/B.PEM.OTDA/X/2018 

(PEMDA BALI). Hal ini diharapkan 

menjadi Provinsi perhatian masyarakat 

untuk solusi yang ditawarkan Pemerintah 

Provinsi kepada Pemerintah Provinsi 

sebagai ijin yang secara gamblang 

Pemerintah Provinsi berikan untuk acuan 

pembuatan kebijakan atau mengharuskan 

sesegera mungkin Pemerintah Provinsi 

membuat kebijakan tentang EBT. 

3. Kerjasama lainnya yakni Provinsi Bali 

adalah lahirnya MoU oleh Gubernur Bali 

Wayan Koster bersama denganxPLN 

yang di wakili olehxPlt Direktur PLN 

Sripeni Inten Cahyani mengenai 

penguatan sistem ketenagalistrikan 

denganxpemanfaatan energi bersihxdi 

Pulau Bali yang tertuang menjadi 

Ranpergub (Rancangan Peraturan 

Gubernur) tentang Energi Bersih. Hal ini 

menunjukan bentuk sinergi dan dukungan 

penuh PLN dalamxmenyediakan energi 

listrik sesuaixkebijakan Pemerintah 

Provinsi, xuntuk memperkuat sistem 

ketenagalistrikan Bali, pengembangan 

pembangkit dalamx rencana usaha 

penyediaanx tenaga listrik, dan 

pembangunan insfrastruktur. Dengan 

adanya MoU ini menjadi penguat 

Pemerintah Provinsi dalam membuat 

kebijakan selanjutnya. 

Dengan terpenuhinya instrumen 

kebijakan menemukan solusi berupa hasil  

pembahasan danxanalisa yang dilakukan 

melaluixberbagaix instrumen kerjasama 

berdasarkanx (MoU) dari keadaanxyang ada 

untukxmendukung berkembangnya energi 

terbarukan di Bali membuat peluang untuk 

terbentuknya arusxkebijakan (policy stream) 

dalam policyxwindows. 

 

Politics Stream 

Meskipun isux-xisu publik memenuhi 

berbagai macamxkriteria seperti padaxaliran 

masalah diatas, xakan tetapi pada prakteknya 

tidakxsecara otomatis isuxdapat masuk ke 

dalam agendaxkebijakan. Suatu isu akan 

dapatxmasuk menjadi agendaxkebijakan 

sangatxdipengaruhi olehxproses politik 

dimana terjadixdistribusixkekuasaan. Tidak 

jarangxbeberapa kelompok atauxorganisasi 

ternyataxtidak mampuxmenembus pintu 

aksesxkekuasaan sama sekali, sementara 

kelompokxlain relatifx dapatxmenembus pintu 

aksesxituxnamun tidak memiliki kekuatan dan 

dampakxcukupxbesar pada diri pembuat 

kebijakan, sedangkanxsekelompok kecil 

orangxlainnyaxterbuktixbukan hanya mampu 

menembus pintu aksesxmelainkan juga 

mampuxmempengaruhixsecara nyataxtahap 

prosesxpenyusunan agenda kebijakanxdan 

akhirnyaxmenjadi kebijakanxpublikx  

Aktor-aktor dalam penyusunan 

agenda kebijakan menurut JohnxW. xKingdon 

(2003:167) dalam tahapan penyusunan 

agendaxkebijakan adaxbanyak aktor yang 

terlibatxdidalamnya. JohnxW. Kingdon 

membedakanxaktor-aktorxagenda kebijakan 

menjadixdua kategori yaituxaktor yang terlihat 

danxtersembunyi. Aktor yang terlihat adalah 

aktorxyang mendapatxperhatian darixproses 

danxpublik. Aktor tersebutxantara lainxaktor 
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yang memiliki jabatan dan menjadi tokoh yang 

menonjol dalam media. Sedangkan aktor yang 

tersembunyixseperti akademisi, xkonsultan, 

birokratxkarir, stafxkongres, dan analisisxyang 

bekerja untuk kelompok kepentingan. 

Kelompokxkelihatan mempengaruhi agenda 

kebijakan dan kelompokxtersembunyi dapat 

memepengaruhixalternatif kebijakan. x 

Dalam kasus Energi Baru Terbarukan 

ini politic stream terjadi disaat adanya 

kebijakan terkait Energi Baru Terbarukan 

kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah 

menargetkan pada 2025 porsi energi baru 

terbarukan (EBT) dalam bauran energi 

nasional di Indonesia mencapai 23 persen. 

Selanjutnya RUEN (Rencana Umum Energi 

Nasional) oleh Presiden menjadi alat 

pengelolaan energi yang bisa menjawab 

masalah energi kini dan nanti. Tujuan akhirnya 

yakni ketahanan dan kemandirian energi serta 

menjaga keberlangsungan pembangunan 

berkelanjutan. RUEN juga diikuti oleh 

Pemerintah Daerah dengan membuat RUED 

(Rencana Umum Energi Daerah) yang 

penyusunannya dibantu oleh DEN (Dewan 

Energi Nasional).  

Berdasarkan kebijakan-kebikan diatas 

secara tidak langsung Pemerintah Provinsi 

Bali juga harus siap menyusun RUED 

(Rencana Umum Energi Daerah) merupakan 

hasil dari menjalin relasi / kerjasama dengan 

aktor-aktor kebijakan lainnya demi terciptanya 

kebijakan energi baru terbarukan (EBT) sesuai 

dengan kondisi atau iklim di Bali sendiri. 

Kerjasama yang dibangun oleh aktor yang 

terlihat seperti Kementrian ESDM yang 

mewakili Pemerintah Provinsi dan PLN 

mengawali langkah kerjasama sebagai upaya 

mendorong Pemerintah Provinsi melakukan 

kajian mengenai potensi Energi Baru 

Terbarukan di Bali untuk dijadikan Kebijakan.  

Selanjutnya kerjasama yang dilakukan 

dengan aktor yang tidak terlihat seperti 

Universitas Udayana yang dibantu oleh 

Greenpeace Indonesia untuk membantu 

Pemerintah Provinsi dalam memberikan 

refrensi-refrensi dan kajian-kaijan analisis. 

Dengan adanya bantuan dari lembaga 

akademisi dan LSM sebagai pembantu 

Pemerintah Provinsi dan memberikan solusi 

serta alternatif sebagai acuan pembuatan 

kebijakan.  Hingga lahirnya Peraturan 

Gubernur (Pergub) xNomor 45 Tahun 2019 

tentang Bali Energi Bersih, sekaligus 

menerbitkan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 

tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor 

Listrik Berbasis Baterai Berikut kerangka 

bagaimana relasi antar aktor terbentuk dan 

mengelola kepentingan demi pemenuhan 

kebijakan energi baru terbarukan di Provinis 

Bali. 

 

5. KESIMPULAN  

Energi batubaraxyang saat ini masih 

menjadi penopang terbesar kebutuhan energi 

listrik nasional. Melalui Permen ESDM Nomor 

50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber 

Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga 

Listrik, Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 

tentang Penggunaan Sistem Pembangkit 
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Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT 

Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan 

Kepmen ESDMxNomor 39 K/20/MEM/2019 

tentangxPengesahan RUPTL PLNx2019-

2028. 

Dalam upaya implementasinya Bali sendiri 

sudah merancang Peraturan Gubernur 

(Ranpergub) tentang energi bersih dan 

disahkan menjadi Peraturan Gubernur 

(Pergub) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali 

Energi Bersih, sekaligus menerbitkan Pergub 

Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan 

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. 

Dalam proses pembuatan kebijakan ini 

terdapat berbagai persoalan. Hal ini penulis 

berfokus pada dinamika relasi menggunakan 

analisis policy windows (jendela kebijakan)  
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energi terbarukan untuk penyediaan 
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RUPTL PLN 2017-2026 
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https://www.mongabay.co.id/2019/04/19/GRE

ENPEACE-dan-universitas-udayana-

sepakat-kembangkan-ebt-di-bali/, 

diakses pada tanggal 15 Juli 2019 

pada pukul 01.00 

https://www.warmadewa.ac.id/assets/CKImag

es/files/VISI%20MISI%20DAN%20PR

OGRAM%20PRIORITAS.pdf. Diakses 

pada 10.00, 10-10-2019. 

https://jdih.baliprov.go.id/berita/136/uji-publik-

rancangan-peraturan-gubernur-bali--

energi-bersih. 11.00 WITA 16-10-

2019. 

http://digilib.uinsby.ac.id/12889/5/Bab-2.pdf. 

Diakses pada 12.00 WITA 11-10-

2019. 

http://pii.or.id/wp-content/uploads/EW-XV-

ff.pdf. x 12.15 WITA 13-9-2019. 

http://kelair.bppt.go.id/Jtl/2007/vol8-

2/10energi.pdf. 11.00 WITA 15-7-

2019. 

https://news.detik.com/berita/d-

4675047/gubernur-koster-teken-mou-

dengan-pln- soal-energi-listrik-

bersih-di-bali. 11.00 WITA 16-04-

2019. 

https://jdih.baliprov.go.id/berita/136/uji-publik-

rancangan-peraturan-gubernur-bali-

 tentang-energi-bersih. 20.00 WITA 02-

09-2019. 

http://www.digilib.its.ac.id/public/ITS-

Undergraduate-10384-Paper.pdf. 

18.00 WITA  12-10-2019 

Admin, Letak Geografis Pulau Bali, diakses di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bali, pada 

tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 

15.03 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2020/03/02/2491/

menuju.bali.mandiri.energi.bersih 

https://media.neliti.com/media/publications/90

49-ID-perkembangan-konsumsi-dan-

penyediaan-energi-dalam-

perekonomian-indonesia.pdf 

https://www.esdm.go.id/assets/media/content/

content-kajian-penyediaan-dan-

pemanfaatan-energi-2017.pdf 

Estu Suryowati, Bali Jadi Wilayah 

Percontohan Energi Bersih dalam 

situs 

https://lifestyle.kompas.com/read/201

5/06/08/112145926/Bali.Jadi.Wilayah.

Percontohan.Energi.Bersih, diakses 

pada tanggal 16 Juni pukul 21.20 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/18/2432/

kebijakan.strategis.pemanfaatan.ebt.b

erbasis.produktivitas.dan.inovasi 

 


